=

BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,

Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan  Nasional (SPPN) secara  legal

‘ mengamanatkan bahwa aspirasi dan kepentingan

i masyarakat dirumuskan melalui proses perencanaan

\ partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan

| teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama
pambangunan antara masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran
diperlukan musyawarah perencanaan pembangunan
yang merupakan forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan daerah;

c. bahwa agar pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan berjalan sesuai mekanisme yang benar
maka perlu pengaturan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah yang tertuang dalam Pedoman
Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan;
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Mengingat

d.

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Umum  Pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkatan
Kecamatan di Kabupaten Ende;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 - 2025
| (Lembaran Daerah Kaupaten Ende Tahun 2009 Nomor
1 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun
4 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
N Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
| (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende

, Nomor 6);

{

|

MEMUTUSKAN :

x Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
g PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TINGKAT KECAMATAN DI

KABUPATEN ENDE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ende.

Paraf _
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10.

11.

12.

. Dewan Perwakil

. Camat adalah Perangkat daerah

Pemeyy
MIntah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai

ara pemerintah daerah,
pati Ende,

Bupa adalah By

aerah yang selanjutnya
adalah  Kepala

n Ende.

disingkat Kepala Bappeda

Badan Perencanaan
PembangUnan Daerah Kabupate

yang mempunyai wilayah kerja di tingkat
kecamatan dalam Kabupaten Ende.

- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembanty

Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat setempat yang diakui dan dihormati
dalam Sistem Pemerintahan Nasional Kesatuan Republik Indonesia.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daeah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka

menyusun rencana pembangunan daerah.
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Partisipatif adalah e |
untule berperan  wecrirs kit nlal i
perencanasn, pelaksanaan, pengendalisn dan pelestaring b begintan;
17. Forum Perangkat Dacrah

merupakan wahiang aniay plhisde il
langsung atay tidak ):

ngsung mendapathan mnnfan
program dan kegiatan seguai de
13. Fasilitator adalah te

ying
aland danpals dpyl
ngan tugas dan fungs Vernnglant Daeraly;

naga terlatihy atag berpengelaman dalam mernfasiline

dan memandu  diskusi kelompok /onsultss publile yang  memenuhi

kualifikasi berbagai kompetengi teknis/substansl  dar el

ketrampilan dalam penerapan teknike dan instrumen untule menunjang
partisipatif dan efektifitas kegiatan;

19. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahul peserin

musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hagil musrenbangy;
Panal 2
Pedoman Umum Musrenbang RKPD adalah Pedoman Umum Pelalsannan

Musrenbang  RKPD yang disusun  untuk memberikan  acunn  dalam

pelaksanzan kegiatan Musrenbang RKPD Tinghat Kecamatan kepads selurah

pemznghu kepentingan yang terlibat,

Pasnal 3
(1) Maksud dari Penyusunan Pedoman Umum Musrenbang RKPD “Pinglot
Aecamatan  adalah tersedianya pedoman bagi  selurah pemnnglou
kepentingan  dalam  penyusunan  rencana pembangunan  age lehil
terarah, tepat sasaran, tepat wakty yang bersinergi bailk antar seldor
maupun wilayah;

e
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(2) Rn

ang linet '
- ]' 8 lingkuy, Pedoman Umum Musrenbang Kabupaten Ende mencakup
ahg ' .
N apan qaq Prosesur perencannan mulai dari Desa/Kelurahan dan,
us NR o $
Stenbang RKPD Fingkat Kecamatan,
(3) Py

aky Musrvnbnnu
i adalah pe
Sos;i

RKPD "Tingkat Kecamatan  dalam Pedoman Umum

aga Kemasyarakat Desa, Organisasi
Masyarakatan, Organisasi Keagamaan, tokoh

dan  organisasi perempuan  setempat, Kaum Marjinal,
Pcmngkat Daer

merintah Desa, Lemb
al atay Organisasi Ke
nmsym‘nkat,

ah Kabupaten dan DPRD;

Substans;i Musrenbang;

Reformas;i Perencanaan dan Penganggaran;
Mekanisme Pelaksanaan Mus

renbang;
- Penutup;

Lampiran Tahe] Format.

Rincian dan Penjabaran selanjutnya darj Pedoman Umum Musrenbang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2)

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan peénempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 6 {)l,rinyi 2020

Aa/BEDA'I;I ENDE,

—~~

A DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal (b Vﬂx\omw{ ' 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, A/

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 3

|_Paraf
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PEDOMAN uMUM

N 2020
PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHU
— . 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanana:
pembangunan Nasional mengamanatkan Musyawarah Perencanaad
disingkat Musrenbang adalah forum

Pembangunan Yyang selanjutnya

antarpelaku dalam rangka menyusun renca
rencana pembangunan Daerah.

2. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para

pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-

tas yang tercantum dalam

langkah penanganan program kegiatan priori aal
Daftar Rencana Usulan Pembangunan yang diintegrasikan dengan Prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten di wilayah kecamatan (Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017).
3. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan mengacu
Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
4. Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai ba
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

na pembangunan Nasional dan

pada Pedoman

han masukan dalam

Reformasi . Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang memengaruhi pelaksanaan
Perencanaan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan implikasi pelaksanaan Undang-
Penganggaran Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pokok-pokok penyesuaian antara lain:

Perencanaan Pembangunan Desa :

a. Alokasi dana APBN sebagai Pendapatan Desa (Pasal 72 Ayat 1 (b) Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2014 ), yang
bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis
desa secara merata dan berkeadilan { Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun
2014 dan Pasal 4 PP Nomor 60 Tahun 2014)

b. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Pasal 19 PP
Nomor 60 Tahun 2014)

c. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten (pasal 43 Ayat 1 Permendagri 114 Tahun 2014)

Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan hal
al 1
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\M bagaimana dimaksud pada point C

—
; am dan kegiatan se
e URIBIPHENTEIEEE n Daftar Usulan RKP Desa (pasal 43 Ayat 3

dituangkan dalam Rancanga
permendagri 114 Tahun 2014)
e. Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan
camat (pasal 51 Ayat 1 permendagri 114 Tahun 2014) er tahun
f.  Penyampaian daftar usutan RKP Desa paling lambat 31 Dese

berjalan. (pasal 51 Ayat 2 permendagri 114 Tahun 2014)' _—
g. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musy o
bangunan di kecamatan (pasal 51 Ayat 3 permendagri

RKP Desa kepada bupati melalui

perencanaan pem
Tahun 2014)

h. Bupati menginformasikan
pembahasan daftar usulan RKP Desa (pasal 51 Ayat
Tahun 2014)

i. Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Us
pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan
pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat
5 permendagri 114 Tahun 2014)

j. Informasi sebagaimana dimaksud pada ponit i diterima pemerintah desa
paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat 6
permendagri 114 Tahun 2014)

k. Format DU-RKPdes sebagaimana Format F.1.13 Format Daftar Usulan RKP
Desa (pasal 87 permendagri 114 Tahun 2014)

Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Mekanisme perencanaan pembangunan Kelurahan memerhatikann Pasal 230

UU 23 Tahun 2014

a. Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD pembangunan sarana dan
prasaran lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

b. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah

kepada pemerintah  Desa tentang hasil
4 permendagri 114

ulan RKP Desa diterima oleh

pembangunan kelurahan.

Implikasi Reformasi : Berkaitan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana
Perencanaan dan tersebut diatas, terjadi perubahan dalam perumusan prioritas pembangunan
Penganggaran pada proses Musrenbang RKPD di Kecamatan, meliputi:

1. Usulan desa yang disampaikan dalam Daftar Usulan RKP Desa merupakan
usulan yang tidak dapat didanai oleh Dana Desa dan sumber pendapatan
desa lainnya, dan harus memerhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten
sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang
pembangunan desa. Usulan Kelurahan yang disampaikan disampaikan
memerhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten yang disesuaikan dengan
pagu indikatif kelurahan dan sumber pendanaan kelurahan lainnya seperti
Dana Pemberdayaan Kelurahan.

2. Usulan untuk pendanaan Provinsi dan Nasional memerhatikan ketentuan
urusan dan kewenangan, dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional
dalam Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan RKP

3. Rencana Kegiatan yang dapat didanai Dana Desa dari APBN mengacu pada
Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan
Permendes yang dikeluarkan setiap tahunnya. (Permendesa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2021 yang dijabarkan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati Ende)

Pa

edoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
hal 2
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Organisc:
8anisas; Pelaksana

Unsur yang terlibat

Kerangka partisipatif

Tujuan

oleh Bappeda dan

atan dikoodinasikan :
s menyiapkan teknis

Pelaksanaan musrenbang kecam

tuga
dilaksanakan pihak kecamatan. Kecamatan bertug: O analin
apkan rencana pembangunan kecamatan;

pen]adwalan, mempersiapkan
penyelenggaraan

pelaksanaan dan mempersi
Bappeda bertugas untuk mengorgamsasl :
fasilitator dan dokumen-dokumen yang relevan untu

musrenbang kecamatan.

1. Peserta o
Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa/lurah, deleg
anggota DPRD

musrenbang desa/kelurahan, pimpinan dan perwakilan
daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, perwakilan perangkat
Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok

masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya di

kecamatan.

2. Narasumber )
— Narasumber Pemaparan Materi terdiri : Bupati/Wakil Bupati, DPRD,
g diperlukan.

Bappeda, DPPKAD, camat, dan unsur lain yan
_ Nara Sumber Diskusi : Bappeda, DPMPD, OPD, DPRD (hasil Reses), UPT
Provinsi, TNK, LSM, BUMD, BUMN,

3. Fasilitator (TPM) .
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki
persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses

pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Perencanaan partisipatif di tingkat kecamatan perfungsi untuk mensinergikan
hasil perencanaan tingkat desa/kelurahan dengan rencana pembangunan di

tingkat kabupaten berdasarkan skala pelayanan kegiatan (dikerjakan oleh

masyarakat/swadaya, skala desa/kelurahan, kecamatan, atau memerlukan

penanganan di tingkat kabupaten/provinsi dan nasional).

Hasil perencanaan kecamatan bukan sekedar kompitasi usulan desa/kelurahan,
namun juga memuat rencana antar desa/kelurahan yang pembahasannya
melibatkan masyarakat banyak.

Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, dipilih perwakilan atau representasi
dari masing-masing desa/kelurahan untuk menjadi mitra Perangkat Daerah
dalam menentukan prioritas pembangunan kecamatan.

Representasi desa/kelurahan yang telah dipilih dalam musrenbang kecamatan
ditetapkan sebagai delegasi atau utusan perwakilan masyarakat kecamatan yang
akan ikut dalam Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten.
Agar berbagai usulan dan informasi dari tingkat masyarakat tersebut dapat
direalisasikan, seluruh proses perencanaan partisipatif di tingkat kecamatan
dilakukan dengan melibatkan anggota legislatif (DPRD).

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan
desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan.

Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

hal 3
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2. Membahas dan menyepakati ke

giatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang belum tercaku

p dalam prioritas kegiatan pembangunan

desa.

3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD kabupaten/kota.

4.

Membahas dan menyepakati Tj

m Delegasi Kecamatan untuk mengikuti
Forum PD/Gabungan pPp

Jadwa)
Bulan Pebruyari Minggu |1 - Minggu IV
Keluaran 1
- Rencana Pembangunan Kecamatan {Daftar Usulan Kegiatan) untuk menjadi
bahan Penyusunan RKPD dan Renja PD dan dibahas dj Forums PD dan
Musrenbang Kabupaten
2. Daftar Usulan kegiatan Yang belum disepakati
3. Daftar Usulan Program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi dan
APBN
4, Daftar Nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum PD
5.  Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir pada Musrenbang Kecamatan
T . i
ahapan ¢ Proses Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu
Musrenbang 1. Persiapan/Pra Musrenbang
Kecamatan 2. Pelaksanaan Musrenbang
3. Pasca Musrenbang
Tema

ERSIAPAN/ PRA MUSRENBANG RKPD bi KECAMATAN

Tahapan persiapan/pra musrenbang meliputi pembentukan tim,
kompilasi usulan Musrenbang desa/kelurahan
1. Pembentukan Tim

penyusunan jadwal dan agenda, serta

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur
kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan)
dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam s

eluruh tahap
penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan

3. Kompilasi Usulan Desa/Kelurahan (Daftar Usulan RKP Desa dan Daftar Usulan pembangunan Hasit
Musrenbang Kelurahan)

Pada tahapan ini usulan dari musrenbang desa/kelurahan akan di review dan dikompilasi dengan
maksud untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan tidak tumpang tindih dan sesuai
dengan kewenangan. Selain kompilasi, yang terpenting adalah melakukan pemilahan usulan
berdasarkan urusan dan kewenangan serta 5 (lima) bidang prioritas pembangunan Kabupaten Ende
yakni :

- Bidang Pendidikan

- Bidang Kesehatan

- Bidang Ekonomi dan Pariwisata

- Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

R

hal 4
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i Ak, Keamanan seri
Bida"g Penataan Birokrasi, Pemberdayaan pPerempuan, perlindungan Anak,
Ketertiban Mas
ko in adaluh
ecamatan od
el ini untuk memastikan bahwa usulan yang akan dibahas dalam mum:nhr;ny f".” g
benar-bengr program dan keglatan yang menjadl urusan pemerintah ko mp([ ;‘ , LR
S g
Pendanaannya berasal dari APBD Provinsi dan pusat, diarahkan sesual dengan RPIMD Pro

) " 2hreh tdan
RPIMN, dan akan dikompilasi Bappeda untuk disampalkan pada Forum Vissrentang, Prod

Nasional.
srenhii s fyaluransr
Tujuan . 1. Melakukan pemilahan usulan-usulan kegiatan dari Musrenbang desa/ke lurahisr
berdasarkan urusan dan kewenangan serta indikasl pendanaan
2. Mengkompilasi usulan-usulan keglatan desa/kelurahan  menjadi - usulan
kecamatan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten, provins dan
Nasional.
Materi (Input) : Dari Desa/Kelurahan:
1. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan )
2. Daftar Usulan RKP Desa dan Daftar Usulan pembangunan Hasil Musrenbang
Kelurahan : )
3. Berita Acara Penyerahanan Tanah, tanaman, SK Kelompok calon Penerima
Bantuan
4. Daftar Delegasi Desa dari masing-masing desa/ kelurahan yang akan mengikut|
Musrenbang Kecamatan.
Dari Kecamatan :
1. Daftar Pagu Indikatif Desa/Kelurahan
2. Draft Rencana Pembangunan Kecamatan (skala antar desa, skala kecamatan)
Dari Kabupaten :
1. Rancangan RKPD Kabupaten Ende Tahun Rencana yang memuat ;
a. Indikasi Prioritas Program dan Kegiatan di wilayah kecamatan bersangkutan
yang dituangkan dalam bentuk Draft Daftar Rencana Prioritas Kecamatan
Tahun 2019
b. Pagu Indikatif, dalam bentuk indikasi kebijakan umum dan proyeksi
keuangan daerah Kabupaten Ende Tahun rencana vyang diklasifikasikan
berdasarkan Prioritas Pembangunan.
2. Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Nasional
3. Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran APBD
4. Standar harga satuan/kegiatan yang berfaku
Pelaksanaan :  TPM/fasilitator mengkompilasi, memilah, (mereview), dan memastikan kesesuaian

usulan dengan prioritas nasional, provinsi dan kabupaten.

1. Camat/TPM memastikan keseluruhan materi/input  untuk pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan sudah tersedia.

2. TPM/fasilitator mengkompilasi usulan dari desa/kelurahan, dan dituangkan
dalam Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa /Kelurahan berdasarkan

RKP Desa/Rencana Pembangunan Kelurahan yang dikompilasi oleh Kecamatan
(Kc-01).

3. TPM/Fasilitator mereview rekapitulasi usulan kegiatan desa/kelurahan (Format
2) yang sudah terdanai Tahun 2020 dan dituangkan dalam Daftar Usulan
Desa/Kel yang sudah terdanai Tahun 2020 ( KC02),

Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
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Keluaran

Lain-lain

B Pelaksanaan Musrenban;

1. Acara Pembukaan

Tujuan
Durasi
Pemandu
Proses

Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

. . a/k
4. TPM/Fasilitator melakukan review kesesuaian usulan desa/

elurahan dengan

prioritas program dan kegiatan nasional, provi'nsi dan kabupaten.an oo e
Pendanaan indikatif APBD Kabupaten didasarkan Rancang

Kabupaten Ende 2021 o
Pendanaan Indikatif APBD Provinsi didasarkan pada rancangan prioritas

program Provinsi NTT 2021
* Pendanaan Indikatif APBN didasarkan pada Program Pengembangan

Wilayah Nusa Tenggara dalam RPJMN 2019 - 2023. .
TPM/ Fasilitator mengkompilasi usulan musrenbang desa/ kelurahan yang tidak
sesuai dengan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan kabupaten.
Keseluruhan hasil dituangkan dalam Daftar Usulan yang tidak sesuai prioritas
nasional, provinsi dan kabupaten (KC-03).
TPM/Fasilitator mengkompilasi usulan APBN dan APBD provinsi yang sesuai dan
dituangkan dalam Format Usulan Kecamatan untuk Pendanaan APBD Provinsi
dan Nasional (KC-04). Keseluruhan  Format ini langsung disampaikan kepada
Bappeda sebagai bahan usulan pada forum Musrenbang provinsi dan nasional
TPM/Fasilitator mengkompilasi Rekapan usulan desa/kelurahan untuk diusulkan
pendanaan melalui APBD Kabupaten sesuai prioritas Kabupaten atau Format
Rancangan Prioritas Usulan Kecamatan menurut Bidang/PD (KC-05). yang
disesuaikan berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende.

Langkah kompilasi adalah sebagai berikut:

* TPM/Fasilitator melakukan review apakah terdapat usulan lintas
desa/kelurahan atau skala wilayah kecamatan untuk digabungkan.

* TPM/Fasilitator mengkompilasi kesesuaian usulan desa/kelurahan dengan
prioritas kabupaten dan OPD berkenaan, termasuk mempertimbangkan
kesesuaian RTRW, pembagian wilayah pelayanan dan karakteristik wilayah.
Pada tahap ini TPM/Fasilitator juga melakukan penyesuaian nomenklatur
program sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13
Tahun 2006/ Permendagri 59 Tahun 2007/ Permendagri 21 Tahun 2010).

* TPM/Fasilitator mereview hal-hal teknis dan rencana anggaran untuk
memastikan usulan yang lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan

. Rancangan Daftar Prioritas Usulan Kecamatan menurut 5 bidang Prioritas dan

perangkat daerah (KC-05)

2. Daftar Usulan APBD Provinsi dan APBN (KC-04)
3. Daftar Usulan yang tidak sesuai prioritas (KC-03)
4. Daftar Usulan yang sudah terdanai APBD Tahun Anggaran 2018.(KC-02)

Keluaran pada tahapan ini merupakan bahan yang disiapkan untuk pembahasan
pada Musrenbang RKPD dj Kecamatan, ‘

Membuka acara Musrenbang Kecamatan

30 Menit

Ketua TPM

1.  KetuaTPMm menyerahkan acara kepada Pembawa Acara
2. Kata Pembuka oleh pembawa acara

3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

4.  Pembacaan Doa Pembukaan oleh petugas

hal 6
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"y

Ui

Kelwaran

Durasl
Pemandy

Materi

Proses

Beo Pembawa acara mempersdlobkan Ketos 1M menyampatkan
Faporan Ptk Musteonbiong Kecamatan

G Sambutan Camat, sohalpe membuka dengan resml Acara
Mg enhang Kecamatan

fo Pombawa acata monyanipatkan kata penutup dan menyetahkan
Reomball acara kepada Kotua 1M,

e Kot 1w INEnyanpaikan gambaran xest selanjutinya

B Acara Peibukain selosal,

Pembahasan agondq i tata ot Muscenbang Kocamatan

v Menyepiakatl agenda mustenbang Kecamatan
Ao Moenyepakall prinsdp dan tata tertit musyawatah yang pettua
dihormati tanpa Kecuali
Atenda dan fadwal Musenbang Kecamatan
Tata tertih Mustenbiang
J0menit

L
)
LA

M/ PemanduZ tim Fastlitator Kecamatan

Lo Dradt Agenda Musienbing

A Dralt tata tentih Mastenbang

Lo Retua 1'M menyampatkan salam dan mengucaphan tetima Kasih
atas Resediaan wanga untuk inetghadil Mustenbang

A Retiia 1M menfelaskan peran Him Pemandu, dan menyetahkan
torum Kepada Hin Pemandu

S Pemandui memapatkan rancangan agenda nrirenbang

Ao Pemandi menberl Khesempatan peserta untok nennge
rancangan agenda (menyampalkan usal dan saran), Ul dan saran
dipertimbangkan bersama untuk diterding atau ditolak,

B Pemandu membacakan dialt tancangan tata tettit yang teleh

dislapkan — dan  meminta peaeita untuk menanggeph,  Haadl

Resepakatan — ditempelkan i dinding  selama muavewareh

Derlangsung untuk menjadi pethatian bersama,

Pemandu menutup sest - dan menyanpaikan  gambaran e

berikutnya,

-~

4, Diskust Panel Narasumber

Tujuan Lo Memberikan gambaran hepada peserta tentang arah dan poitas
Kebilakan pembangunan daerah, sumbe dava (ngaaran) yeng
torsedia, serta proses perencanaan dan peigangsaen vang deiaiw
ldaerah,

20 Memberikan penjelasan hepada et tentang capaka RASD
Fahun bedatan untuk witayah kecanatan bersangkutan

Duvasl 00 menlit

Pemandu 1M/ T Fanilitator Kecamatan

Matode Pemaparan dan dishusi

Materl Mater Presentast (dislaphan masg AN D Nhby )

"rosey Lo Ponganta
A Pasilitator/pemandu NIV ANTERHRIN SRR (ot tnunin il

FPEATEL TNAAEEN MR VU T GEIRNE Rt Vaing dinexiiala
O Fasilitator/Pemandn— ienlekaskan WHRREY,  WaRke g
AEBMIRRAN, tabap tahags dan aturan i gk (AU
- e - T
prastboprsriny oty Poslakranniann Mustenbing (KD dF Kecanating N
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2. Pemaparan nara sumb

kembali peserta untuk tidak

i ingatkan ]
= Fas|||tator/pemandu - g ke inti masalah agar lebih

berbicara panjang-lebar dan langsun

banyak orang berkesempatan bicara.

er secara panel

n materi
pemandu mempersilahkan nara sumber untuk memaparka

(masing-masing 10 menit)

Camat:
Pemaparan Evaluasi RKPD Tahun 2018 dan Rancangan Usulan

Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 (hasil Kompilasi usulan

desa/kelurahan) yang terdiri atas:

= Rancangan Daftar Prioritas Usulan
Prioritas Pembangunan

= Daftar Usulan APBD Provinsi dan APBN

= Daftar Usulan yang tidak sesuai prioritas

= Daftar Usulan yang sudah terdanai APBD Tahun Anggaran

Kecamatan menurut 5 Bidang

berjalan.
DPRD: .
Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD berkaltal:l dengan
perencanaan tahun rencana (catatan apabila kehadiran DPRD
melebihi dari satu orang, agar yang menyampaikan pokok-pokok
pikiran DPRD hanya diberi kesempatan untuk satu orang).
Bappeda :
a. Penyampaian tentang substansi Musrenbang
b. Penyampaian isu strategis dan kebijakan pembangunan Tahun

2019

BPKAD
Penyampaian kebijakan dan proyeksi keuangan daerah Tahun

rencana termasuk pagu indikatif untuk perencanaan
pembangunan di kecamatan bersangkutan.

Selama narasumber menyampaikan materinya, fasilitator/pemandu
membuat catatan penting

3. Dialog antara panelis dengan peserta

= Fasilitator/penandu mengajak peserta untuk menyampaikan
tanggapan, masukan, saran dan pemikiran terhadap isu-isu
program/kegiatan di wilayah kecamatan, merujuk kepada
informasi dari narasumber (panelis).

=  Fasilitator/pemandu mengatur lalu lintas dialog sehingga
terbangun suatu pembicaraan multi arah untuk seluruh
peserta.

= Secara berkala fasilitator/pemandu meminta kesempatan
khusus kepada para narasumber untuk memberikan masukan
{input). Narasumber dapat memberikan kesempatan kepada
OPD teknis untuk menanggapi pertanyaan atau saran peserta,
serta menyampaikan Rancangan Renja PD tahun rencana.

® Selama proses dialog, fasilitator/pemandu membuat catatan
penting yang perlu dipertimbangkan dalam musyawarah nanti

*  Fasilitator/pemandu menyampaikan pokok-pokok penting hasil
diskusi panel

Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi
selanjutnya.

————————————————————————————————————————————————————
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4. PEmbahasan R

Pagu indikati
Tujuan

Durasi
Pemandu
Metode
Materi

Proses

pedoman Umum Pelaksanaan Musrenb:

4. Penutup

{oritas berdasarkan
ancangan Ysylan Pembangunan Kecamatan dan Penentuan Prioritas be

peserta Musrenbang tentang hasil

) i i asi kepada
1. Memberikan inform p e sulan Kecamatan,

pemilahan usulan kegiatan - Rancangan Priori
(KC-05)

2. Memperoleh ma
Kecamatan

3. Membuat kesepakatan pro
pagu indikatif.

sukan dari peserta mengenai Rancangan Usulan

gram dan kegiatan usulan berdasarkan

120 menit

Ketua TPM/Fasilitator

Pemaparan dan diskusi

Rancangan Usulan Kecamatan hasil kompilasi (KC-05)

Pengantar
Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan salam dan menjelaskan

tujuan sesi dan waktu

Pemaparan Rancangan Usulan Kecamatan
1. Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu memaparkan pokok-paokok Usulan

Kecamatan , yang merupakan hasil dari proses pemilahan pada

tahapan pra musrenbang kecamatan.

= Dijelaskan secara garis besar hasil pemilahan usulan kegiatan
maupun isu permasalahan dari Musrenbang desa/kelurahan.

= dijelaskan pula apa dasar pemilahan tersebut (seperti kerangka
legal dan kriteria teknis yang berlaku).

= Penjelasan tidak harus detail per kegiatan, cukup memaparkan
garis besar, karena hasil pemilahan tersebut telah menjadi
bagian dari bahan yang dibagikan kepada peserta.

=  Tahapan ini merupakan detail lanjutan dari apa yang
disampaikan Camat pada sesi penyampaian paparan Draft RPK
sebelumnya.

=  Guna kesamaan pemahaman perlu disampaikan pula prinsip
pembangunan kecamatan. Penting dibangun kesamaan
pemahaman berkaitan dengan keterbatasan alokasi anggaran,
sehingga usulan kegiatan harus terintegrasi dan menyeluruh.
Kegiatan yang diprioritaskan haruslah bersifat lintas wilayah
desa/kelurahan, serta mampu mendorong kesejahteraan
umum di wilayah kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari cara pikir yang mengedepankan ego-
desa/kelurahan masing-masing.

2. Menjelaskan tentang mekanisme diskusi kelompok
3. Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan.

OPD menyesuaikan dengan pembagian kelompok berdasarkan

tupoksi berkenaan. (pembagian kelompok berdasarkan Prioritas

Pembangunan Kabupaten)

ang RKPD di Kecamatan
hal9
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Diskusi Penentuan Prioritas berdasarkan Pagu Indikatif

1. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terd
sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh ang
diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator

Penyer:haf kelompok diskusi dari fasilitator . ke;.)ada. Ketua

kelompok diskusi yang terpilih untuk memlmp.ln J.alannya

pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi. ‘

Kelompok melakukan verifikasi teknis usulan dengan O‘PD terkait

kelayakan teknis, kelayakan sosial dan kelayakan ekonomi.

Pada saat verifikasi usulan dilengkapi data pendukung (berita aca.ra

peyerahan tanah, tanaman, nama kelompok penerima, dll), apabila

data pendukung tidak ada, maka usulan tersebut dinyatakan gugur.

Tanggapan untuk penajaman usulan oleh forum diskusi, termasuk

membuat berita acara kesanggupan untuk melengkapi persyaratan

yang harus dipenuhi.

Forum diskusi menyepakati usulan kegiatan prioritas kecamatan

untuk masing-masing prioritas pembangunan. Hal ini dilakukan

dengan menyesuaikan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan

(PIDES/PIKEL).

7. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut PD
selanjutnya  dituangkan RANCANGAN PRIORITAS  USULAN
KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG/PD yang disepakati (KC-06).

8. Kegiatan yang belum disepakati sebagai kegiatan prioritas
kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar
alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan
untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

iri dari ketua,
gota kelompok

it

w

&

v

o

Adapun usulan kegiatan musrenbang desa/kelurahan yang belum
disepakati antara lain :
» Usulan yang tidak sesuai prioritas nasional, provinsi dan
kabupaten
® Usulan yang tidak terakomodir sesuai ketersediaan pagu
indikatif kecamatan
= Alasan lainnya

9. Pendokumentasian kegiatan yang belum disepakati dituangkan
dalam RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN
BERDASARKAN BIDANG/PD yang tidak disepakati (KC-07)

10. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris
dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber

Pleno Hasil Diskusi Kelompok

1. Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu memimpin pleno pemaparan hasil
diskusi kelompok

2. Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang

merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok
dihadapan seluruh peserta musrenbang kecamatan
Memperoleh tanggapan, penajaman, dan Klarifikasi dari seluruh
peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan
oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan
menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten di
kecamatan
4. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno dirumuskan

Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan h
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kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang
kecamatan oleh tim perumus

5. Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan pokok-pokok
penting yang dihasilkan sesi ini , dan rencana tindak lanjut berupa
Perumusan rancangan berita acara hasil musrenbang. )

6. Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menutup sesi dan menyampaikan

gambaran sesi selanjutnya.
5. Penentuan Delegasi Kecamatan

Tujuan * 1. Menyusun kriteria tim delegasi kecamatan

2. Menetapkan Tim Delegasi Kecamatan 7 Orang termasuk Camat
dan Kasie. PMD ‘
3. Menyepakati mandat yang diberikan kepada Tim Delegasi

Kecamatan
Durasi : 15 menit
Pemandu :  TPM/ Tim Fasilitator/Pemandu
Metode :  Pemaparan, Musyawarahdan pengambilan suara
Materi : = Draft kriteria yang disiapkan TPM

» Daftar calon-calon Tim Delegasi Kecamatan
= Draft Surat Mandat Tim Delegasi Kecamatan
Proses . 1. Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan tujuan dari sesi
ini dan waktu yang dibutuhkan

2. Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu mengajak peserta untuk
menyepakati kriteria tim delegasi. Tahapan ini dilaksanakan
dengan memaparkan draft kriteria yang telah disediakan dan
meminta kesepakatan seluruh peserta.

3. Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan calon-calon dan
meminta tanggapan peserta, termasuk usulan nama calon yang
belum masuk dalam draft calon.

4. Dari nama-nama calon tersebut, pemandu mengajak forum
untuk menentukan dan menyepakati Tim Delegasi Kecamatan.
Apabila sulit dicapai kesepakatan, dilakukan dengan
pengambilan suara (voting)

5. Ketua TPM/ Fasilitator/ pemandu menyampaikan mandat yang
diemban Tim Delegasi Kecamatan

6. Ketua  TPM/Fasilitator/Pemandu  menutup
menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

sesi dan

6. Acara Penutupan Musrenbang

Tujuan Menutup rangkaian kegiatan musrenbang kecamatan
Keluaran :  Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan
Durasi : 30 menit
Pemandu TPM / Tim Fasilitator/Pemandu/Pembawa Acara
Metode Tatap muka dan pemaparan
Materi Draft Berita Acara beserta lampirannya
Persiapan : 1. TPM / Tim Fasilitator/Pemandu menyiapkan naskah berita acara
beserta lampiran untuk ditandatangani,
2. Penyusunan RKTL oleh TPM
Proses B i
\ 2. ::embawa ?cara menyampaikan kata pembuka
- Penyampaian rencana kerja tindak lanjut proses musrenbang (pasca
's Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
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c.

musrenbang) oleh Ketua TPM

3. p i i
enYampaian ®aluasi proge. Pelaksanaan musrenbang oleh
Pengamat

Upan, sekaligys menutup dengan resmi Acara
ang Kecam;)tzm

Lagy PadamMy Ne
7. Doa

Acary Selesai

Musrenp

geri

Pasca Musm\banl Kecamatan

Tahapan pasca Musrenbanyg Yang harus dilakukan antara lain

1. Perumusan Hasi) Mu‘.tr-nh.mg Kecarnatan

. Dokumentas; hasil musrenbang

. Penyempurnaan Herita Acara Musrenbang dan Lamgiran lampirannya
2. Pembekalan / Tim Oelegasi Kecamatan

BUPATI ENDE,

A Ors M. DIAFAR M. ACHMAD, M.M.

Petfoman Umam Pelaksanaan Musrenbang RXPD di Kecamatan
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Format KC-01: Rekapitutaci
: Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan berdasarkan RKP Desa / Usulan Pembangunan Kelurahan yang dikompilasi oleh Kecamatan
—

LOKASI \ VOLUME

\ PERKIRAAN BIAYA
PERANGKAT DAERAH
SARARAN! MANFAAT KETERANGAN
\ s.maq ; Rp. | sumber | PENANGGUNG JAWAB

|
|

\

|

l

\

— |
\

\

\

\
l
\

- | NAMA KEGIATAN

L[]

\
\
\
1
|
\
\
\
\
\
\
\

L
|
L
I
L |
I
]
]
]
]
T
-

1

i
.
|
,
l
|
|
|
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Format kc-g2; Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan berdasarkan RKP Desa / Usulan Pembangunan Kelurahan yang SUDAH
DIIDANA

NGKAT Pendanaan Tahun Berjalan
VOLUME PERKIRAAN BIAYA PERAI (2018)
SARARAN/ DAERAH KETERANGA
MANFAAT PENANGGUNG N
Jh | sat

Perangka
Rp. Sumber JAWAB t Daerah

|
l

LOKASI VOLUME PERANGKAT
NO. NAMA DAERAH | KETERANGA
KEGIATAN Detall Iokas] PENANGGUNG N
il lokas JAWAB
Desa/Kel. | Kecamatan (optional Jih satuan

—

hal 14
"man Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner



Format KC-04: DAFTAR USULAN PENDANAAN PROVINS! DAN NASIONAL
PERKIRAANBIAYA  |PERANGKAT DAERAH
SN SARARAN/
: . PENANGGUNG | KETERANGAN
Detail lokasi MANFAAT
A satuan Rp. Sumber JAWAB
(optional
" ——
hal 15

“man Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner



Format KC-05: RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / SKPD

=1
LO| L PERKIRAAN BIAYA PERANGKAT DAE!
KaSi VoLUNE SARARAN/ PENANGGUNGRAH KETERANGAN
Desa/Kel. | Kecamatan Deu"'lnkal:l Jih satuan MANFAAT Rp. Sumber JAWAB (Skala Keglatan)
(optional
e
—
]
— n
—
I e N
1
]
I S R
—!
|
INFRASTRUKT UR
DAN LH
]
Y
5.|PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, KUM,
HAM DAN KAMT 1B
® Kobm (13): dlisl sesual skala keglatan
-SD :Skala Desa
- SAD : Skala Antar Desa
-SK :Skala Kecamatan
o " hal 16
" \Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner



EPAKAT!
Format KC-08: RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / SKPD yang DIS!
ME PERKIRAANBIAYA  |PERANGKAT DAERAH| \oopo oy
NAMA KEGIATAN AR o SARARAN/ ¥ (Skala Keglatan)
Detail Iokas] T MANFAAT Rp. Sumber JAWAB
_ {optional
' BIOANG KESEHAT A -
| oo emom—— I—
o, | I
INFRASTRUKTUR
DAN LH
-B,D ANG PENAT AN _—
BIROKRASI, PP & PA,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, KUM,
HAM DAN KAMTIB
® Kolom (13): disi sesual skala keglatan
-SD : Skaia Desa
- SAD : Skala Antar Desa
- 8K :Skala Kecamatan
hal 17

NN Uy Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner
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